BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
1. Dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, pemerintah
masih mengabaikan masalah “disabilitas” ini diakibatkan oleh adanya
faktor kurang tegasnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan
penegakan hukum untuk dapat memihak komunitas disabilitas. Seperti
yang sudah dibicarakan sebelumnya mengenai perlindungan bagi
penyandang disabilitas, tentu ada banyak faktor yang dapat dijadikan
sebagai pendukung agar penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak
yang sama di mata hukum. Salah satu faktor pendukung agar penyandang
disabilitas mendapatkan suatu pembelaan di mata hukum dengan adanya
suatu bukti. Dalam suatu tindak pidana, bukti merupakan sebuah hal yang
sangat membantu dalam menyelesaikan suatu kasus. Salah satu alat bukti
jika tidak terpenuhi maka akan sulit bagi penegak hukum untuk
menyelesaikan kasusnya. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa
alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli serta surat
petunjuk dan keterangan terdakwa. Perlindungan terhadap saksi dan korban
dalam memberikan keterangan sangat dibutuhkan dalam hal penegakan
supremasi hukum, sehingga dapat mengungkap kebenaran yang
sesungguhnya terjadi. Dalam asas kesamaan di depan hukum (equality
before the law) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum, saksi dan
korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan perlindungan yang
sama dan dibutuhkannya perhatian yang khusus, dikarenakan keterangan

saksi serta korban juga dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

2. Dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas maka
peranan perempuan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori latent
Victim, yakni anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental,

orang miskin, orang golongan minoritas dan sebagainya yang mudah
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menjadi korban karena kelemahan fisik serta sifat dan karakter yang
dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Melalui studi-studi yang sebelumnya, temuan yang konsisten adalah bahwa
kemungkinan seorang penyandang disabilitas menjadi korban dua kali lipat
dibandingkan orang yang bukan penyandang disabilitas. Faktor-faktor
penyebab terjadi pelecehan seksual dikelompokkan menjadi 2 bagian,
antara lain melalui faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal atau
disebut sebagai pelaku. Perempuan yang mengalami pelecehan seksual
umumnya akan mengalami trauma berdampak buruk bagi kejiwaannya,
dampak maupun efek jangka panjang ialah penyandang disabilitas tersebut
mungkin akan mengalami trauma berkepanjangan yang berpengaruh pada
perkembangan kejiwaannya sebagai suatu akibat pengalaman kurang
mengenakkan di masa lalu yang pernah dilecehkan secara seksual. Faktor
yang mendorong terjadinya pelecehan seksual terhadap penyandang
disabilitas yaitu karena timbulnya hasrat dan juga dorongan seksual dari
pelaku dengan objek seks yang sangat tidak wajar seperti penyandang
disabilitas yang berketerbatasan, baik dari segi fisik ataupun pola pikirnya
sehingga mudah saja jika pelaku melakukan tindakan tersebut.

5.2 SARAN

1. Kepada aparat pemerintah atau aparat penegak hukum yang memiliki
kewenangan tentu diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani sebuah
kasus permasalahan kekerasan seksual terhadap para penyandang
disabilitas, dapat dengan cara menindaklanjuti dengan tegas kasus tindak
pidana kejahatan kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang
dapat memberikan efek jera bagi pelakunya sehingga dikemudian hari tidak
ada lagi tindak pidana serupa yang terjadi. Diharapkan juga agar pemerintah
dapat memberikan perlindungan bagi korban penyandang disabilitas serta
menyediakan tempat penyembuhan trauma. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara menempatkan para korban dalam suatu tempat lalu menyediakan
psikolog untuk menangani permasalahan psikis para korban. Lalu

selanjutnya pemerintah di harapkan dapat memberikan penyuluhan bagi

97



para warga masyarakat agar dapat mengerti mengenai penyandang
disabilitas yang tidak seharusnya dijadikan sebagai sasaran pelecehan

seksual.
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